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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu tindak pidana perlu ada nya penvelespian perkara
pidana. Menurut KUHP penyelesaian perkara pidana ialah serangkaran
tindakan penyidik dalam hak dan menurut cara yang diatur dalam undang-
undang mi mencar serta mengumpulkan bukti vang dengan bukti itu
membuat tentang tindak pidana vang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak alat transportasi yang
digunakan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan, lalu lintas adalah sarana
masyarakat yang berperan penting dalam melancarkan pembangunan,
masalah lalu lintas merupakan masalah yang berskala berkembang sejalan
dengan perkembangan masyarakat.

kKebanyakan orang, terutama penggunaan jalan, hanya takut pada
polisi yang benjaga di jalanan, bukan karena kenginan pribadi untuk
mengikuli peraturan lalu hintas, jadi kalau udak ada polisi berjaga-jaga,
beberapa pengendara truk melakukan pelanggaran vang tak jarang berujung

pada pelanggaran kecelakaan lalu lintas

Pada hakikatnya, manusia berhak menggunakan jalan termasuk lalu
lintas, dan prasarana angkutan umum vang ada Dengan menggunakan jalur
lalu lintas masyarakat harus mematuhi dan menjujung tinggi peraturan lalu

lintas yang sudah ditetapkan, sehingga tidak menggangu pengguna jalan
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pengguna jalan vang lain, manuwsia yang hidep di dalam lingkup

masyarakat memiliki aturan oniuk menghormati hak orang lai n.!

Kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana, dan hal tersebut
diatur Pasal 310 ayat (2),(3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Seseorang yang
melakukan tindak pidana sebagai konsekuesnsinya harus dijatuhkan sanksi

pidana.”

lalu lintas sangat jelas disebutkan dalam Bab XTIT Undang-Undang
Momor 22 Tahun 2000 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
merupakan ketentuan hukum dan undang-undang tersebut. Ketentuan
hukum sudah sangat jelas menjelaskan banyaknya dan apa saja
pelanggaran lalu lintas, Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hal-hal mengenal tindak pidana
lalu lintas terdapat scbanyak 44 pasal, yang diatur dalam Bab XX,
Ketentuan pidana mulai dari pasal 273 hinggah Pasal 317 Undang-Undang

Lalu Lintas Jalan.”

Angkutan jalan merupakan salah satu sarana transportasi hdak

dapat dipisahkan dari sarana-sarana transportasi yang lainnya, vang ditata

! Ussi Astika Angereeni, Harfida, Nys Arfa, “Penecakon Huknm Pidanae Mengnai Mobil
farang Dipergumakan Unad Angkoton Crang” Pampas Journal OF Crimianal, Vol.1, No, 3, 2020,
hlm. 59.
! Subekri, Lushiana Primasan ~ Mode Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas ™ Junal
Yustisi, Yol 3, Mo 2, Tahun 2014, him.43-44,
hutps :-'.';uma].um.au:.idf:.-uqixi-'aﬂi-::]wdnmdmdf! 1020024
Ahsanul Rouf, MNys. Arfa, Elizabeth Siregar, “Penerapan Sanksi Tindukan Terhadap
Pelanggarn Laluw Lintas Yang Dilakukan (deh Ansk™ Pampas Jounal Of Crimanal, Vol.2, Kol
Tahun 2021, hlm. 99.
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dalam suatu system transportasi nasional yang dinamis dan mampu
heradaptasi kemajuan di masa depan. Petingnva transportasi tersebut dapat
dilihat pada makin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan  bagi
mobilitas orang dan barang dari seluruh pelosok tanah air. Transportasi
juga berperan sebagai pemumjang, pendorong dan  pergerak bagm
pertumbuhan daerah yang berpotensi, namuan belum berkembang dalam

upaya peningkatan dan pemberataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Lalu lintas angkutan jalan harus ditata dalam  sopatu gistem
transportasi nasional secara terpadu dan mampu mengwujudkan
tersedhianya transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas,
teratur, lancar dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.
Perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan yvang ditata dalam satu
kesatuan dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasikan unsur-
unsurnya vang terdiri dari  transportasi  jalan, kendaraan serta
pengemudinya. Lalu hintas dan kendaraan jalan dikuasi oleh Negara dan
pembinaannya dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai suatu ketertiban
dalam lalu lintas mengeluarkan suate peraturan kKhusus yaitu undang-

undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk memahami dan menjalani twjuan Undang-Undang Nomor,
23 Tabun 2009, pemerintah  khususnya kepolisian Republik Indonesia
telah mengambil langkah-langkah untuk memasvarakatkan undang-undang
tersebut, selanjuinya mengajak msvarakat luas untuk patuh agar bisa

mengatasi nntangan yang telah ada selama i, untuk mecapa i perlu
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kesadaran dan disiphn masyarakat dalam lalu lintas, salah satu upaya yaitu
menciptakan kesadaran dalam berlalu lintas dengan penyebar luas
pengertian dan pengetahuan hukum lalu lintas secar praktis dan mudah di

mengertin oleh masyvarakat luas. .

Kecelakaan merupakan suatu peristiwa dijalan vang tdak
disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang
bergerak dengan ataupun penggunaan jalan lainnya, mengakibatkan
korban manusia atan kerugian harta benda, kecelakaan tersebut juga fatal
apabila sampai menimbulkan korban jiwa meninggal dunia.” Masalah lalu
lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang
berkembang seiring dengan perkembangan masyakarat. Termasuk
hingeinya tingkat kecelakaan lalu lintas dikota maopun  kabhupaten tap
provinsi, sedangkan upaya dan pemenntah yang melakukan pelebaran
jalan, perbaikan pada jalan yang rusak. dan memberikan penerangan
lampu jalan, Tetapi upayva-upayva yang telah dilakukan oleh polres dan
pemerintah untuk meminimalisir kecelakaan masih mendapatkan beberapa

hambatan karena kurangnya kesadaran dalam din masvarakat.

1 Gege Anmustanaya,A.A. Sapung Laksmi Dewi. Luh Putu Suryan “Pertangeamgawab
Pidara Terhadap Pelakn Dalam Kecelakaan Lale Lintes 20 Wilayval Hukwon Besor Bangle ™ Jurmal
Analogi Hukum, Vol 1,Mo, 2, 20119, hlm, 16%9-170
hirpaYwww ejournal warmadewsa, ac,idfindex, php/analogihukum/anticle views 1 750

“Suwardjoke P, Warpani, Pengelolaan Lalu Lintas Dan Anghutan Jalan, Instivt Teknologi
Bandung, Bandwng, 206002, hlm. 1 15
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Berikut data korban kecelakaan lalu limtas vang meninggal duniaakibatt

kecelakan lalolintas terhadap pengendar truk vang ada di Kabupaten

Batang Hari
Tahun Jumlah Korhan kerugian
kasus Meninggal Dunia Di Materil ( Rp)
Akibatkan Pengendara Truk
2020 106 52 245.900.000
2021 116 ¥ 304 300,000
2022 151 59 21 5. 800.000

Sumber : Satlantas Polres Batang Han

Data di atas dapat dilthat dalam setiap tahunya memingkatnya
korban kecelakaan lalu hmas di batang hari, dalam satu tahun banyak
terjadi kecelakaan lalu hntas di kabupaten batang han. Di tahun 2020
adasebanyak 106 jumlah kasus kecelakaan lalo lintas yang di amtarnya 52
kasus korban meninggal dunia. Kemudian di tahun 2021 jumlah kasus
kecelakaan lalu hintas memngkat menjadi 116 korban yang di antaranyva 59
korban meninggal duma. Pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 151
kasus kecelakaan lalu lintas yang diantaranya 59 korban meninggal dunia.
Hal i sangat mempenhatikan keadaan lalu lintas di kabupaten batang
han. Dalam sknpsi ini penulis mendalami kasus korban kecelakaan lalu
hintas yang meninggal dunia di kabupaten batang hari. Kendaraan yang
terlibat di dominasikan oleh kendaraan truk, wilayah yang sering terjadi
kecelakaan lalu hintas tersebar ditiga kecematan yaitu Kecamatan muara

bulian, muara tembesi dan pemyung. Peyebab kecelakaan lalu lintas rata-
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rataakibat kelalman para pengendara truk  sendini atan mengalami human

N,

Tahun Jumlah Kasus Yang Jumlah Kasus Yang
Di Selesaikan Dilesaikan Di Sidang
Secara Restorative Pengadilan
Justice
2020-2022 172 kasus 2001 kasus

Sumber ; Satlantas Polres Batang Han.

Dapat dilihat data di atas bahwa dari tahun 2020 sampai 2022
kasus kecelakaan lalu hintas ada terdini dua penyelesman di kabupaten
batang hari yaitu penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang
di selesaikan melalui restorative justice scbanyak 172 kasus, Dan
penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas di siding pengadilan

sebanyak 201 kasus,

Pelanggaran merupakan suatu perbuatan tndak pdana vang
dilakukan oleh seseorang. namun perbuatan tersebut baru disadan oleh
orang tersebut adalah merupakan suatn tindak pidana karena perbuatan
tersebut tercantum dalam undang-undang . setiap pelanggaran hukum yang
terjadi harus ditindak lamjuti oleh aparat penegak hukum dengan sikap

professional dan menjunjung tinggi hak asasi setiap warga,”

Berdasarkan hal itu, maka penehii akan mengkaji lebih javh

mengenal kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan lelaian dalam proposal

"Fauria Rahawarin, faplementasi Undang-Undang RE Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Lale
Lintas Dan Angharan jalan I Kota Amibos, LP2M LTAIN Ambon, Cet-1, Ambon, 2017, hlm_ 3.
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vang berjudul *Penvelesaian Tindak Pidana Pelaku Pengendara Truk
Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menvebabkan Kematian

(Studi Kasos Polres Batang Hari)™.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan di atas, maka
dapat di rumuskan permasalahan dalam proposal ini adalah sebagai

berikut:

Bagaimana penyelesalan tindak pidana bagi pelakn pengendara truk
tethadap kecelakaan lalu hintas yang menycbabkan kematian di polres

Batang Har?

C. Tujuan penelitian
Untuk mengetahm bagaimana penyelesman tindak pidana bagi pengendara
truk terhadap kecelakaan lalu lintas yang menvebabkan kematian di polres
Batang Hari.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Dapat  dijadikan  sumbangan  pemikiran  untuk  mengembangkan
wawasan dan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum
dibidang pidana. Khusunyva dibidang peradilan pidana dalam tindak
pidana lalu lintas. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat
menjadi referensi bagi penclitian-penclittan sejenis pada masa yang

akan datang.
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2. Manfaat Prakns

a. Dapat memberikan gambaran atan sumbangsi pikiran lerhadap
masvarakat dalam berkendara untuk menanamkan kesadaran
berlalu lintas.

b. Dapat dijadikan refensi tambahan bagi para akademisi dan semua
kalangan yang berminat dalam penelitian  penanganan kasus
kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

¢. Dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang
membutnhkan pengetahuan terkait masalah yang penulis teliti serta
dapat dipakal sebagan sarana efektf dalam upaya penyelesaian
perkara pidana pengendara truk terhadap kecelakaan lalu lintas
yang memyebabkan kematian.

E. Kerangka Konseptual
a. Tindak Pidana

Meolijatne mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan

yang dilarang oleh suvatu aturan hukum larangan mana disertal

ancaman yang herupa mdana tertentn, bagi barang siapa  yang
melanggar larangan tersebut.” Dengan demikian, menurut moeljaino

seperti dikemukakan di atas. Diketahu unsur-unsur tindak pidana yaitu

sebagai berikut:
1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang

‘Aris Prio Agus Santoso, Rezi, Aryono, Penganter Hukim Pidana, Pustakn Baru Press,
cet-1, Yogvakarta, 2020, hlm 94.
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4. Harus dilakukan oleh seseorang vang dapat dipertanggung-
jawabkan
3. Perbuatan iu harus dapat dipersalahkan kepada si pemhual._"
b. Lalu Lintas
Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomaor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan system yang terdin
dari atas lalu lintas , angkutan jalan, prasarana lalo lintas, dan angkutan
jalan, kendaraan. pengemudi, pengguna jalan. serta pengelolaanya.
Lalu Lintas dapat di defenisikan Gerak kendaraan dan orang di Ruang
lalu lintas jalan.
€. Kecelakaan lalu lintas
Menurut pasal 1 angka 24, adalah suatu penstiwa di jalan vang tidak
diduga dan tdak disengaja melibatkan korban manusia dan/atau
kerugian harta henda. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah sam
masalah di bidang transportasi yang perlu mendapatkan penanganan
serius selain masalah kemacetan. Hal ini terus dilakukan menginggat
jumlah kecelakaan transportasi jalan di Indonesia saat imi sudah

mencapm kondisi yvang memperithatikan. Salah satu satn faktor yang

menjadi penyebab semakin tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas

"Mukh]iﬁ B “Tindak Pulang I Brdang Pectationan D Kefg Pekar Barn " Jumal Tl
Hukom,Val. 4, Mo 1. hlm 202-204
hitp:fscholar. google.coid/citations Tuser=TE5ZLEY AAAA & hl=id
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yaitu pertumbuban kepemilikan kendaraan bermotor vang meningkat
Lajam pada satn dasawarsa’
d. Kendaraan
Menurut ketentuan pasal 1 angka 7, adalah suatu sarana angkut di jalan
yang terdin atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermaotor,
e. Pelakun
Orang yang melakukan tindak pidana vang bersangkutan, dalam arti
orang vang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti
disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibal yang
tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik 1tu merupakan unsur-
unsur subjektf maupun unsur-unsur objeknf, tanpa memandang
apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari
dirinya sendiri atau tiidak karena gerakan pihak ketiga
f. Korban
Menurat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dimaksud korban:
orang perseorangan  atan  kelompok  orang  yang  mengalami
penderitaan, bak fisik, mental maupun emosional, kerugian
ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau
perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggran hak asasi
manusia yang berat termasuk korban atau ahlh warnisnya
Berdasarkan pengertian dan penjelasan Di atas dapat di tank
kesimpulan bahwa maksud yang terkandung dalam judul skripsi i

adalah bagaimana Penvelesman tindak pidana pidana terhadap pelaku

Gt Sugivanto, Bagyvoe Mulyono, Mina Yumei Santi “Korakterisah Kecelokoaw Lalu
Lintas Dvn Lokasi Balck Spoir D¢ Kab Cilacap ™ Juma; Teknik Sipil, Vol 12, No.d. Tahun 20014,
hlm 261, http2fojs. wajy.ac. idfindex. phpgta'anticlefview 634
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truk yang mengakibatkan kecelakan hingga menyebabkan korban
meningeal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di Batang Hari
F. Landasan Teoritis
Landasan teontis dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau

batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai  sebagmi  landasan
penelitian vang akan dilakukan. Adapun teori-teroti vang digunakan dalam
penelitian ini adalah:
1. Teon pemidanaan.

Menurut  leonar, teori relative pemidanaan  bertujuan  untuk
mencegah dan mengurangi kejahatan. Penajatuban untuk mengubah
perilaku kejahtan dan orang lain berpotensi atau cenderung melakukan
kejahatan. Tujuan pidana adalab tertibnya masyarakat dan untuk
menegakan lata tertih msyarakat it diperlukan pidana.

Hukum pidana adalah sanksi yang untuk hukum pidana. Saat
membandingkan dalam hal sanksi di bidang hukum lain, tuntutan
pidana merupakan sanksi yang paling keras. Telah di jelaskan atau
dikemukakan di atas apa yang dirumuskan dalam pasal 53 ayat (1)
KUHP bukanlah suatu pengertian hukum tentang percobaan kejahatan,
persyaratan ketika percobaan tindak pidana dilakukan, yang dalam
melibatkan ancaman hukuman, svarat-svaratnya adalah ;

a. Ada niat.

b. Adanya start implementasi.

11

Dipindai dengan CamScanner



¢. Belum selesainya  cksekusi bukan  semata-mata  karena

kehendaknya sendiri."

Teori pemidanan dapat digolongkan menjadi tiga golongan

vaitu golongan pembalasan, golongan tujuan dan golongan gabungan.

a. Teor pembalasan.

Teori balas dendam atau disebut teori obsolut karena
kejahatan i, dasar pemidanaan harus dicari kejahatan it sendini
menimbulkan penderitaan bagi orang lain selain pelaku kejahatan |
pembalasan juga mempakan penderitaan. Teori pembalasan ini
menyetujul hukuman karena telah melakukan kejahatan, Pencipta
teori ini adalah imamanuel kant vang mengatakan “fiat justitia rua
coefom”™ yang bearti bahkan jika besok dumia beakhir hanya
dengan penjahat terakhir harus tetap menjadi hukuman. Immanuel
kant mendasarkan teori ini pada prinsip moral dan etika. Penulis
lain adalah hegel, vag mengatakan hukum adalah perwujutan
kebebasan, sedangkan kejahatan adalah tantangan pada hak dan
keadilaan. Itu scbabnya dia berpikir penjahat harus lah lenyap.
Menurut Thomas Aquinas, pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan

karena harus dilakukan kepada pen;j ahat,"

xmll'l:i Charawi, F"rquq':r;m Hukeum Pidang 3 Pereolaen Dan f‘fn'rl'. etann, PL Grafindo
Persada, cet-2, lakarta, 2010 1, hlm, 6-9,

“Leden Marpaung, Asas Teorh Prakiik Hukum Pidana, Sinar Grafik, Jakara, Tahun
2002, hlm. 105,

12
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b. Teori Tujuan.

Berdasarkan teori ini, hukuman dilakukan dalam rangka
memberikan arti dan tujuan kalimat, yaitu meningkatkan ketidak
puasan masyarakat akibat kejahatan tersebut. Dalam hal ini, teori
imi dapat diartikan scbaga mencegah terjadinya kejahatan dan
sebagai perlindungan masyarakal. Pendukung teort ini adalah paul
anselm van feurbach, vang menjelaska “hanya dengan menahan
ancaman pidana hukuman saja tidak cukup, tetapn hukuma pidana
diperlukan penjatuhan hukuman kepada penj..-lhnLu

Oleh karena 1tu, dalam teon ini tujuannya untuk melakokan
tindakan pencegahan umum & mana teon terkandung menakut
nakuti. Tujuan dan teori ini adalah untuk melindungi masyarakat,
pelaku vang tertangkap harus mengambil tindakan terhadap
kejahatan atau tindakan criminal menerima hukuman, dimana
hukuman itu akan sebagai contoh bahwa dengan melakukan
kejahatan meraka mendapatkan ganjaran berupa  hukuman
membual mereka takut melakukan perbuatan tersebut.

¢. Teori Gabungan.

Teon gabungan ini mengutamakan perlindungan terhadap
supresmasi  hukum didukung oleh simons dan wvos, antara
menyatakan bahwa pidana yaitu pencegahan secara umum dan

landasan sckundernya yaitu pencegahan special. Dalam  arti

“Erdiwanto Effendi, Hukum Pidana Indonesi, Refika Aditama, cet-1, Bandung, 2011,
hlm 142

13
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kejahatan pnimer bertujuan untuk pencegahan secara umum pada

pencegahan umum terletak pada undang-undang. Apabila hal ini

terjadi tidak cukup kuat atau tidak efcktif dalam hal pencegahan

umum, biarlah tindakan pencegahan khusus diambil untuk menakut

nakuti memperbaiki dan melumpuhkan kejahatan. Dalam hal i

seharusnya ingatlah bahwa hukuman vang dijamrhkan hars sesuai

dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat."

Adapun teon gabungan i menjadi dua, yvanu :

1. Teori gabungan yang mengutamkan pembalasan, akan tetapi
pembalasan tersebut fidak boleh melampuw batas dan apa yang
di tentukan dan cukup untuk mendapatkan perhatan di
masyarakat.

2. Teor gabungan mengutamakan perlindungan hukum, tata tertib
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatubkan pidana ndak
boleh melebihi ataw tidak boleh berat dan perhuatan yag

dilakukan terpidana."*

Tadi teon gabungan mni mengutamakan perlindungan dan
tata terbit dalam artian memberikan keadilan bagi para korban
kejahatan demi melindungi hak-hak mereka, dan untuk bertujuan
memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatan

kembali,

* Ibid hlm. 163.
" Adami Chazawi, Pelajaran Hukwm Pidana, Grafindo Persada, ce-1, Jakarta, Tahun
2002, hlm. 162,

14
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Adapun jems-jenis pemidanaan dalam kitab undang-undang hukum
pidana (KUHP) pasall(} vang berbunyi sebagai berikut ;
a. Hukuman pokok { hoofd straffen) ;
. Pidana mati
2, Pidana penjara

3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
b. Hukuman tambahan { bijkomende straffen )
. Pencahutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

Jadh menurat rumusan di atas | pemidanaan dijatuhkan kepada
seseorang  sebagali efek penjeraan kepadanya karena 1a telah
melakukan suatu perbuatan salah, juga sebagm penderitaan untuk
mecegah dilakukanya kembali kejahatan untuk kedua-keduanya.

2, Teon keadilan
John rawls mendefinikah keadilan sebagai jainess, dengan kata lain
prinsip-prinsip keadilan bag stuktur dasar masvarakat merupakan
tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai fairmess, posisi
kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam.”

Konsep keadilan ataun dalam dalam bahasa inggris disebut

gustice, memiliki gans besar sebagai berikut :
1. Kualitas untuk menjadi pantas (righteous)
2. Tidak memihak (impartiality)
3. Representas: yvang layak atas Fakat (fair)

4. Kualitas untuk menjadi benar {correct to right)

15'j-l‘Jl'ln rawl, A theory of justice, teord keadilon, dosar-daser filafar politk anmk
sieew eifuctkan Kesefahteraan sosial dalam Negara, pustaka pelajar, yogtakarta, 2001, hlm. 13
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5. Alasan vang logis (sound reason)'®

John rawl dengan teori keadilan sosialnya mengukuhkan
program ini saat itu penegakan hukum yang berdimensi kerakayatan
harus menghoramti dua prinsip keadilan, yaitu pemeberian hak dan
kesempatan vang sama untuk kebebasan dasar, yaitu seluas kebebasan
vang sama bam setiap orang. Dan mengatur ulang kesenjangan sosial
ekonomi yang telah muncul sehinggah bisa  saling menguntungkan
bagi semua orang, baik mereka yang berasal dan kelompok beruntung

maupun tidak beruntung.

Macam-macam keadilan dalam hal ini Aristoteles membedakan
menjadi dua vaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif yang

penjelasannya sehagai benkut:

1. Keadilan distribouf adalah keadilan dalam hal pendisiribusian
kekavaan atan kepemilikan lminnya pada masing-masing
anggoti masyarakat.

2. Keadilan komutatif adalah  keadilan  vang  bertujuan
mengkoreksi kejadian vang tidak adil. Dalam hal i hubungan
antara saln orang dengan orang lain yang merapakan
keseimbangan antara yvang dibenkan dengan vang ditenman. H

Keadilan yang harus dihormati dalam hukum manusia dan
setiap individa benar-benar berjuang untuk menegakkan nyva. Yaitu
adanya berbagai hak dan prioritas sebagai individu bila dibandingkan
dengan lain.  Apabila seseorang  mengerjakan  sesualu  yang

membutuhkan hasil, misalnya ia memiliki prioritas atas buah

% &bl Hamid, Teors Negara Hukwm Modern, Pustaka Setia, Cel-1, Bandung, 2016,
himl1 1%.

“Munir Fuady, Alivan Hukum Krns Poradigama Keridakberdavaan Hulwm, Citra
Auditya Bakti, cet-1, 2003, hlm. 203,
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pekerjaannya. Karakter khas manusia, yang tercipta dalam bentuk yang
dengannya manusia menggunakan sejumlah ide atan metode, agar
dengan perantara ide dan metode, 1a bisa mencapai tujuan-tujuannya.
Ide-ide itu akan membentuk serangkaian gagasan vang penentuannya
bisa dengan perantara. "

Nilai-milai keadilan harus menjadi landasan fundamental harus
diwujudkan dalam koeksistensi dengan Negara mewujudkan tujuan
Negara vaitu kebaikan bagi semupa warga dan seluruh wilayah untuk
mencerdaskan seluruh warganva. Demikian juga dengan mlai-nilai
keadilan yang mendasarinya hubungan antar Negara dan bangsa di
dunia dan asanya ingin  menciptakan ketertiban dalm  hidup
berdampingan pergaulan antara bangsa di dunia dengan erdasarkan
suatn prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian ahadi, serta
keadilan dalam di hidup bersama (keadilan sosial).

(. Orisinalitas Penelitian.

Orisinal penelitian menunjukan adanva perbedaan dan persamaan
hidang studi vang diteliti anatar peneliti dengan penelin sehelumnya. Tma
untuk menghindari pengulangan penulis tentang hal yang sama. Dengan
cara ini akan diketahui apa saja perbedaannya, dan juga akan diketahui
dimana kesamaan antara penelitian sebelumnya. Dalam hal ind akan lebih

sudah dipahami apabila peneliti menyajikannya dalam bentuk table dan

“iMuhammad Taufik “Filsafar John Tentang Teors Keadilan™ Jumal Stodi Islam, Vaol, 19,
Mo. 1, Tahun 20003 him 45-46. hieps2fdigilibouin-soka.ac i 33208
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pada menyajikannyva dalam bentuk penyajian desknptf, Oleh karena itu,

peneliti mejaharkannya dalam bentuk table sehagai berikut.

No | Nama Penelitian, | Persamaan perbedaan Originalitas
Tahun dan Judul Penelitian
Penelitian

L. Ciita Meneliti Penerapan Penelitian
Oleviafebriana, perkara mediasi dalam | mediasi panel
2021, Penerpan kecelakaan perkara  lalu | dalam perkara
Mediasi Dalam lalu lintas kecelakaan kecelakaan
Perkara Kecelakaan | vang lalu lintas | lalu lintas di
Lalu Limas Yang menyehabkan | diwilayah wilayah
Menvebabkan kematian hukum Polres | hukum Polres
Korban Meninggal Jambi Jambi
Dumia Di Wilayah
Hukum Polres
Jambi

2 Sari Suati, 223, Menelita Penyelesman | Menelin
Penvelesaian perkara perkara penvelesalan
Tindak Pidana kecalakaan kecelakaan perkara
Pelaku Pengendara | lalo lintas lala lintas kecelakaan
Truk Terhadap yang lalu lintas di
Kecelakaan Lalu menyehbabkan Polres Batang
Lintas Yang kematian Hari
Menyebabkan
Kematain (Studi
Kasus Polres
Batang Hari)

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tdak terlepas dar penggunaan

metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang

harus bertindak. Metode penelinan pada dasarnya cara ilomah  atan

mendapatkan data dengan wjuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu

penting  bagi

peeneliti

menentukan

menyelesaikan penelitiannya,

metode

Dipindai dengan CamScanner

yang paling

tepat
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1. Lokasi Penelitian,

Dalam peneliian ini penulis memilih lokasi di daerah hukuom
polresta Batang Hari, vang mana sesual dengan penelitian penulis
susun sehinggah memudahkan mencan data dan memperoleh data.

2. Tipe Penclitian

Dalam melakukan penelian tersebut  penuolis  menggunakan
penclitian hukum secara yuridis empiris. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode pengumpulan data, interview atan wawancara
yang dilakukan langsung kepada sa kanit tlantas polres batang hari
menggunakan pedoman wawancard,

3. Spesifik penelitian,

Sesuai dengan masalah yang diteliti , maka spesifik penelitian yag
akan penulis gunakan adalah metode yvan bersifal deskririf | yaimn data-
data yang telah diuraikan tersebut akan diuraikan serta dijelaskan atau
digambarkan berdasarkan  fakta-fakta vang ada. Dan  untuk
memberikan pidana terhadap pelaku pelanggar lalu lintas vang
mengakibatkan korhan meninggal dumia serta fakior-fakior terjadinya
kecelakaan lalu lintas di Polres Batang Hari.

4. Populasi dan Sempel Penelitian,
a. Populasi.
Populasi dalam penelitian ini adalah sat lantas polres batang
han.

b. Tata cara penarikan sempel.
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Adapun sempel dalam penclhitan im di ambil dan jumlah
vang ditenmkan dengan menggunakan teknik penarikan sempel
purposive sampel,

Bedasarkan teknik pengambilan sempel tersebut maka tata
cara penarikan sempel dalam peneliian i adalah Kamit gakkum
satlantas polres batang hari.

5. Pengumpulan Data,
a. Data Primer.

Dalam penelinan ini dengan cara wawancara yang
pengumpulan data melalm wawancara (Tanya jawab) vang telah
ditentukan terlebih dahulu dengan memakai pedoman wawancara
yang dibuat oleh penulis

h. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka antara
lain - mencakup  dokumen-dokumen resmi,  buku-buku  hasil
penelitian yvang berwujud laporan dan sebagainya.

6. Analisis Data.

Berdasarkan data yvang dikumpulkan baik primer dan sekunder
yang dianalisis secara kualitatif, Hasil yang diperolah disajikan dalam
bentuk deskriptif menggambarkan kenyataan yang terjadi dilapangan
mengenal penyelesaian pidana terhadap pelaku pelanggar lalu lintas

yang mengakibatkan meninggal dunia di polres batang hari.
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7. Pengumpulan data,

.

Studi Kepustakaan

Dengan mencari, menginvetasi, mecacat, mempelajan  dan

mengutip data yvang diperolah dari buku-buku yang berhubungan

dengan skripsi,

Penelitian lapangan

Pengumpulan data dari pihak yang terkait objek penelitian ini

dengan cara :

1. Wawancara Kanit Satlantas Polres Batang Har
Yakni proses Tanya jawab dalam penelinan yang berlangsung
secara lisan atau lebih bertatap untuk mendengarkan langsung
informasi-informasi atau keterangan-ketermgan.

2. Smudi Dokumen
Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang
dilakukan melalui data tertulis vang menggunakan “conten
analysis” vakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen
vang penulis dapatkan di lapangan yang herhubungan dengan
masalah yang penulis teliti.

3. Analisis data,
Berdasarkan data vang dikumpulkan baik data primer maupun
sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil yvang diperoleh
disajikan dalam bentuk deskriptifl menggambarkan kenvataan

yang terjadi dilapangan mengenai penyelesaian tindak pidana
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pengendara truk yang mengakibatkan kematian di polres batang
hari.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Proposal im disusun  atas 4 (empat) bab, dimana setiap
bab berisi wralan dari pokok bahasan vyang sedang dikaji. Adapun

sistemnatikanya sebagai berkut

BAB I PENDAHULUAN

yang berisi gambaran singkat mengenai keseluruhan 151 skripis
vang terdin dan : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan
Mantaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teon, Metode

Peneltian, Sistematika Penulisan Proposal

BAB I TINIJUAN UMUM TINDAK PIDANA, PELAKU
PENGENDARA TRUK. KECELAKAAN LALU
LINTAS

Dalam bab ini dikemukakan tentang kerangka teori dan kerangka
pemikiran  dari  permasalahn  yang dibahas  dalam  penelitian
Proposal, kerangka ini akan menperangkan mengenal (injuan wmm

tentang : tindak pidana,pengendara truk, kecelakaan lalu lintas,

BAE IIT PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELAKU
PENGENDARA TRUK TERHADAP KECELAKAAN

LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN.
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Dalam bab im penulis mejelaskan hasil penehtian dan pembahasan
permasalahan yang diteliti yaim; proses penvelesaian tindak pidana
pelaku pengendara truk terhadap kecelakaan lalu lintas yang

menyebabkan kematian.

BARB IV PENLTLF

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari uraian skripsi dari

bab-bab sebelumnya serta saran sebaga penutup,
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BAB II

TINJUAN UMUM TINDAK PIDANA, PELAKU PEGENDARA TRUK,
KECELAKAAN LALU LINTAS.

A. Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana vang terkandung dalam kitab undang-undang
hukum pidana ( KUHP) sering disebut oleh sirafbaarfeir sebagai tindak
pidana.  Strabaarfeit memberikan penjelasan  lebih  lanjm  dalam
kaitanya dengan pertanggungjawaban pidana, vaitu untuk maksud dan
mjuan yang herkaitan dengan penalty sering digunakan oleh para ahli
hukum pidana dengan istilah tindak pidana.oleh karena itu istilah
tindak pidana adalah yang paling tepat dan paling baik digunakan
pertimbangan serta pemahaman istilah yang tepat dan jelas. Hukum
juga sangat nvaman untuk diucapkan . selain itu, ada dalam peraturan
undang-undang Negara indonesua umumnya digunakan istlah tindak
pidana.'”

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana
{yuridis normative). Kejahatan atan perbuatan jahat bisa diartikan
secara yuridis atau kriminologi, Kejahatan atau perbuatan jahat dalam
arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in

ahstracto dalam peraturan pidan e

HRia.l'hd.a. Prirga  Puri ".F'r-'.rrgu"nirm i Fpng.w' Pemphoman  Timdak  Pidang Dalam
Penegoakan Hukum fndowesia” Jurnal Ensiklopediaku. Org, Vol 1, MNo.2, Tahun 2009, him, 131,
hitps:(jurnal ensiklopediaku. org/ojs-2 4 8-3index. php'sosial‘article/view/ 229

“Sudikne Mertokusume, Mengenal Hidm, Liberty, cet-5, Yogyakarta, 1999, him. 10,
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Istilah tindak pidana berasal dan istlah yng dikenal dalam hukum
pidana belanda yaimn sirafbaar feid vang terdiri tiga kata, waiu
straf.baar, dan feit. Straf diatikan hukum dan pidana. Bagr di artikan
dapat atau boleh, sedangkan feit dianikan tindak, peristiwa |
pelanggran dan perbuatnn.:l

Dengan udak adanva baasan vuridis dalam  praktk  selalu
diartikan, bahwa tindak pidana adalah swatu peraturan vang telah
dirumuskan oleh undang-undang. Hal im1 didasarkan perumusan asas
legalitas dalam Pasal 1 KUHP vang mengandung asas sifat melawan
hukum yang formal‘positif. Padahal secara teoris dan menurut
yurisprudensi serta menurut rasa keadilan , diaku adanya asas tindak
pidana dan pemidanaan tanpa sifat melawan hukum (secara mareril)
atan asas sifat melawan hukum yang negaii'.re-”

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-
undangan meskipun kata “tindak™ lebih pendek dari pada “perbuatan™
tapi tindakmenunjuk kepada hal yang abstrak seperti pebuatan, tetapi
hanya menyatakan keadaan konkrel sebagmmana halnyva dengan
peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah
laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal
dalam tindak-tindak, tindakan dan bertindak dan belakangan juga

sering dipakai ditindak.

“ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum PidanA 1, Pi, Raja Grafinde, Cet-1, Jakana, 2007,
hlm. 9

“Rarda Nawawi Anf, Kebijokan Hubum Pidana, Kencana, Cet-6, Semarang, 2017,
hlm 8.
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Mengenai 151 dan pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat
diamara para sarjana. Menurut ajaran causalitas (hubungan sebab
akibat) discbutkan padaa dasamya setiap orang harus bertangungjawab
atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan
kausa anmtara perbuatan dengan akibat yang dilarang dan diancam
dengan pidana. Hal im undak selaln mudah, peristiwa meropakan
rangkaian peristiwa serta tiada akibat vang timbul tanpa sesuatu sebab.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian vang lebih mendalam
dan tndak pidana itu sendin maka di dalam tndak pidana tersebut
terdapat unsur-unsur tindak pidana. Untuk mengetahm apakah ada
kejahatan atau tidak, maka lanjutkan umumnya dirumuoskan dalam
hukum pidana tentang perbuatan yvang dilakukan dan disertal dengan
sanksi. Beberapa elemen atau kondisi ditentukan dalam formulasi ini
menjadi bekas cin atan masa lampau, sehinggah jelas dapat dibedakan
dan perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang. Tindak pidana atau
suatn perbuatan yang dapat dibukum hanya berkaitan dengan sifat
perbuatan itu, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalah di
:Iamng-:"'

Maka di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana.

yaitu :

"Suyanto, Pengantar Hukim Pidana, Cv Budi Utama, Yogyakarta, Cet-1, 2018, him. 74
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a. Unsur objektf

Unsur-unsur yvang terdapat pada si pelaku unsur-unsur o terkan

dalam keadaan tertentu, yaitu dalam kondisi keadaan di mana

tindakan si pelaku harus dilakukan, vaitu terdiri dari

1} Sifat melanggar hukum

2) Kualitas pembuainya, misalnya sitwasi sebagai karivawan
negara dalam kejahatan resmi berdasarkan pasal 415 KUHP
atan berstatus sebagm manejer komisans sebuah perusahaan
terbatas dalam kejahatan menur pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas, yakni hubungan antar suam tindakan sebaga
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat, ™

b. Unsur Subjektif

Unsur vang disertakaan atan dilampirkan pada pelaku atan orang-

orang vang terkait dengan pelaku itu sendiri dan terlibat semuanya

termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung dalam

hatinya. Unsur subjektif terdin dan :

1) Sengaja atan indak sengaja (dolus atan culpa)

2) Niat atau voornemen terhadap seseuatu mencoba berdasarkan
Pasal 53 ayat 1 KUHP.

3) Tujuan yang berbda atau eobrands seperti yang terkandung di
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-

lain.

“Indah Sari “Unsur-Unsur Delik Materil Dan Delik Formil Dalam Huwken Pidana
Lingkungan” Jurnal [lmah Hukom Dirge , Vol 10, Ko 1, 2019, him. 63.
hitpsYjournal universitassuryadarma. ac_ idfindex. phpjihdfamicle/download/ 04374
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4) Rencanakaan ke depan atau veerbedachte raad terbentuk
sehelumnya jadi misalnya termasuk  dalam  kejahatan
pembunuhan.

3) Perasaan takut atau sejemisnyva juga dirumuskan tindak pidana
vang di rumuskan di dalam tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Apabila unsur-unsur i salah satn di antaranva tdak terbukt, maka
perbuatan it bukanlah suatu tindak pidana atau kejahatan dan
tersangka haryvs dibebaskan dan segalah tuntun hukum, unsu-unsur
nndak pidana wvanu :

a. Ada perbuatan

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia

terdini atas commission dan omission. Untuk lebih jelasnya baik

commission  maupun  omussion  akan penolis | perlihatkan
perbedaanya, hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang terkait yang
terdapat dalam KUHP, antara lain sebagai berikut :

1) Comission yang sebagian pakar menyebutknyva sebagai
perbuatan aktf atan perbuatan positaf, contohnyva terdapat pada
pasal 362 KUHP ramusannya antara lain :
barangsiapa vang mengambil suatu barang, vang seluruhnya
atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan
memilki barang itu dengan melawan hukum, dihukum, karena

pencurian, dengan hukum penjara selama-lamnya lima tahun
atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.

5 R soesilo, KITAR UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, politea, Ce1%, bogor,
1995, hlm. 249,
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2) Omission yang merupakan schagai perbuatan vang bersifat
pasif atan bersifai negative, yailu suam perbuatan vyang
mendiamkan atauw membiarkan,

b. Adanya sifat melawan hukum Perbuatan melawan hukum suatu
perbuatan ada 2 (dua) macam yakni ;

17 Sifal melawan hukom formil
Yang dimaksud perbuatan melawan hukum  merupakan
perbuatan yang dimana suatu perbuatan tersebut memenuha
unsur dalam undnag-undang kecuali diadakan pengecuahan-
pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang.

21 Sifat melawan hukum materil
Dalam sifat melawan hukum formil suvatu perbuatan yang
memenuhi unsur dalam undang-undang etapi juga terdapan di
dalam kaidah-kaidah, atau pernyataan yang berlaku di dalam
masy‘nrukul.zﬁ

¢. Tidak ada alasan pembenar

1) Daya paksa obsolute adalah paksaan vang pada umomnya
dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia oleh orang lain.

2) Pembelaan terpaksa dirumuskan di dalam KUHP pasal 49 ayat
1, yang berbunyi sebagai berikut :
barang siapa yang melakukan perbuatan , vang terpaksa
dilakukanya untuk mempertahankan dinnya atau orang lain,

mempertahan  kehormatan  atan harta benda sendin ataw
kepunyaan orang lain, dan serangan yang melawan hukum hak

*Teguh Prasetyi, Hukem Pidana, P.T Raja Grafindo, Jakarta, Cet-2, 2011, him. 69,
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atau mengancam dengan segara pada saat itu juga, tidak boleh
dihukum

3) Menjalan ketentuan undang-undang

4) Menjalankan perintah jaksa yang sah, jika suatu perbuataan it
dilakukan atas penntah jaksa yang sah maka tudak dapat
hukum, tetapt harus dilihat perbuatan terscbut dan tidak

melampui batas. >’

Menurut M. Bassar Sudrajad unsur-unsur yang terkandung

dalam suatu tindak pidana terdiri dan :

4. Unsur melawan hukum
b. Unsur merugikan mas varakat
¢. Dilarang oleh aturan hukum pidana

d. Pelakunya dapat diancam pid:-.mu.“‘

Berdasarkan urailan tersebut di atas dapat dianalisa bahwa unsur
undak pidana dilakukan untuk menjerat seseorang yvang melakukan
tindak pidana, pelaku tindak pidana hanya dipidana karena telah
melakukan suatu tindak pidana, apabila jelas telah memenuhi unsur-
unsur didalamnya yaitu unsur perbuatan, melawan hukum, kesalahan,

dan dapat di pertanggungjawabkan.

him. &1,

“Ladeng Marpaung, Asas Teori Prakrik Hukum Pidana, Sinar Grafi, Jakaria, 2012, Cet-7,

M Adami Chazawi, Pelajaran Hkum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, him, 78,
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3. Jenis-jenis Tindak Pidana
Ada beberapa jenis kejahatan vang kita ketahui dari hukum pidana
yang berlaku di Indoncsia. Berbagai jenmis tindak pidana dapat
dibedakan berdasarkan kntenia tertentu, seperti perbedaan dan cara
perumusan nya, dilihat dan cara melakukan tindak pidananya, dilihat
dari ada atan udaknva pengulangan atan kelanjuannya serta beberapa
macam delik vang lainnya, berikut ini akan diuraikan mengenai
macam-macam tndak pidana atau delik berdasarkan krtena atau
pembagian tertentu. Tindak pidana dibedakan dalam beberapa bagian,
yaitu ;
a. Kejahatan dan Pelanggaran
Kejahatan bearti perbuatan yang yang tercelah yang
berhubugan dengan hukum, yang bearti tdak lain dann pada
pebuatan melawan hukum. pelanggaran merupakan suatu
perbuatan  vang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan
hukum, bearti tidak lain dari perbuatan yang melanggar hukum.™
Delik kejahatan dimengerti sebagam dehik yang diartikan
sebelum hal itu diatur di dalam undang-undang sudah dipandang
sebagai seharunya dipidana suatu perbuatan dipandang mutlak atau
secara ecensial bertentangan dengan pengertian tertib hukum bak

yang tertulis maupun tidak tertulis.

™ andi Hamzah, Asas-Asas Bwkom Pidana, Rincka Cipta, Jakarta, 2008, him, %6,
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. Delik omisi dan delik comis

delik omisi merupakan tindakan akuf vang di mana
perbuatan tersebut dilarang untuk pelanggarannya di ancam pidana.
Sedangkan delik comisi tindakan pasif yang harusnya, jika

melakukannya dengan pidana,

. Tindakan formil dan materil

Tindakan formil menekankan pada dilarangnya perbuatan,
sedangkan tindakan materil menakankan pada larangan akibat dan
perbuatannya.

. Tindakan mandiri dan tindakan berlanjut

Delik mandin adalah delik yang dilakukan tanpa adanya
gabungan tindakan pidana. Sedangkan tindakan berlanjut
merupakan sualn perbuatan tindak pidana vang disertm dengan

gabungan tindak pidana.

. Tindakan biasa dan aduan

Tindakan biasa adalah tindak pidana vyang untuk
dilakukannya  penuntutan  pidana  terhadap  perbuatanya ndak
disyaratkan adanya pengaduan bagi vang berhak.

Tindakan khusus dan umum

Tindakan umum adalah semua tindak pidan di muat dalam
KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (buku 1l dan Buku
IIT KUHP) sedangkan Khusus merupakan tindak pidana yong

terdapat diluar kodifikasi tersebut.
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4. Proses Peradilan Pidana,
Proses peradilan pidana ialah suam rangkaian acara peralihan melalui
dari penindakan terhadap adanya tindak pidana sampai pada lahirnya

' dan untuk

keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.
apa yang menjadi fokus perhatian tidak termasuk badan cksternal tugas
penyidikan, pelatihan, penunmutan, peradilan, dan masvarakat atan
lebih dikenal sebagai tugas pidana, kemudian nanti istilah system
peradilan prdana muncul.
a. Tahap sumhber tindak pidana
Sumber tndak pidana melatar belakang atau menjadi dasar
langkah-langah vang diatur dalam undang-undang. Tindakan
yudisial pada tahap penyelidikan  dan penyidikan harus
mengandalkan sumber perbuatan, yait adanva suatun tindak pidana
atau dugaanya dan‘atau akan terjadi kejahatan yang dilakukan
seseorang. Seperti yang sudah didefenisikan di atas sumber tindak
pidana bisa jadi dalam bentuk ;
I. Laporan dilakukan setiap orang kepada pejabat bahwa suam
telah terjadi suatu tindak pidana.
2. Pengaduan yang disampaikan oleh individu atau keluarganya
vang menjadi korban kejahatan.
3. Tertangkap tangan, bearti tindak pidana it terjadi seketika it

juga diketahui dan ditangkap oleh pihak kepolisian atau orang

Erulkarnain, Peradilan  Pidana  Pemmtutan Memahami DPan Mengawal  Peradilan
Pidana Bagl Pekerfa Anti Korapsi, Yoppika, Jakarta, 2006, hlm. 12,
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lain agar dapat segera ditangani langkah-langkah vang harus
diambil.

4. Sepengetahuan penyidik atauw penyelidikan itu sendini bearti
penyidik  atau  penyelidik  mendengar, melihat atan

merasakannya sendin l:f:jﬁ]'ml.an.”

b. Tahap penyelidikan

Penyelidikan ialah setiap pejabat polisi Negara Republic Indonesia.
Pasal 4 KUHP telah secara umum menentukan. Bahwa setiap
kepolisian Megara Republik Indonesianin mempakan penvidik.
Dalam Pasal 5 kitab undang-undang hukum acara pidana mengatur
penyelelidikan sebagai berikut ;
a. Penyelidikan sebagaimana di maksud dalam pasal 4
1} Karena kewajihan mempunyal wewenang ;
a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana.
b} Mencan keteranngan dan barang bukt.
¢} Menyuruh berhenn  seseorang  yang  dicunigm  dan
menanyakan serta memeriksa tanda pengenal din dan;
d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum  yang
bertanggungjawab.
2) Atas perintah penvidikian dapat melakukan tindak pidana

berupa;

Wibid
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a) Penangkapan, larangan  meminggalakan  tempat
pengeledahan, dan penyitaan.
bl Memeriksan dan penyitaan surat.
c) Mengambil sidik jar dan memaotrel seseorang;
d) Membawa dan menghadapkan seseorang penyidik.
¢. Tahap penvidikan.
Pihak yang berwenang dalam melakukan penyidikan menurut pasal
6 KUHAFP adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan
penjabat Pegawai Negeri Sipill ( PPNS). Penyidikan memiliki
kewenangan yang diatur dalam pasal 7 KUHAP sebagai berikut ;
1) Menerima laporan atau mengadukan dari seorang tentang
tindak pidana.
2} Melakukan tindak pidana pertama pada saat di tempat kejadian.
3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal tersangka,
4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan
penyitaan dalam pasal 7 jo. 131 KUHAP.
5) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi.
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B. Pengemudi kendaraan Truk

Dalam undang-undang nomor 22 ahun 2008 menjelaskan bahwa
pengemudi  adalah orang mengemudi kendarsan di jalan yang telah
memilki suart izin mengemud .

Kecelakaan lalu lintas banvak di sebabkan oleh angkutan barang
atan truk dengan nkat fasiltas vang relauve tngpl mengakibatkan
kecelakaan yvang cukup tinggi. Dengan ini perilaku pengemudi truk dan
konstribusinya terhadap kecelakaan lalu lintas.

Adapann hal vang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
vang disebabkan oleh pengemudi kendaraan truk adalah penlaku
pengemudi vang agresif menyebakan dari seluruh kecelakaan lalu lintas.
Pada pengemudi sering kali agresif di jalana raya dan tidak mau mengalah
atan  tlerburo-burn - mengendart  kendaraan  truk.  Pengalaman  dan
kemampuan dalam mengemudi secara simulasi berpengaruh langsung
tethadap perilaku pengemudi secaraa agresif. -

Penegakan hukum terhadap pelaku pengendara truk dalm tindak
prdana kecelakaan lalu lintas vang mengakibatkan korban meningeal duma
dilaksanakan dalam undang-undang yang berlaku dan koordinasi di jalan
sesuai standar opersional prosedur vang dimiliki masing-masing  aparat
penegakan hukum. Dalam hal imi pelaku pengendara truk yang
mengakibatkan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan

kematian dikenakan sanksi pidana sesuai dengan sanksi pidana yang i

“Budi Dwi Hartanto “Analisis Perifak Pengendara Pengemuei Trik Serine Kontribrasi
Padn Kecelakaan™ Jurmal Penelition Tronsportas Darat, Yol 23, Mo 1,him, 79-80,
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atur dalam Undang-Undang Nomaor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan Dalpam Pasal 3110, Pasal 331 Avat (5) Dan Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), Dan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951

C. Kecelakaan Lalu Lintas
1. Pengertian kecelakaan Lalu Lintas.

Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan
angkutan jalan, kecelakaan lalu hntas didefemisikan sebagm suatu
peristiwa di jalan yang tdak diduga dan udak disengaja melibatkan
kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yvang mengakibatkan
korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yvang sulit diprediksi
baitk kapan dan dimana saja terjadinya, kecelakaan lalu lintas bisa
megakibatkan korban trauma, luka berat dan luka ringan, bahkan bisa
mengakibatkan korban meninggal dunia. Kasus Kecelakaan lalu limas
cenderung lebih meningkat seiring dengan perpanjang jalan dan sema
hanyak pemakaian jalan.

Kecelakaan lalu lintas adalah svatu keadaan dimana
mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan atau barang vang ada.
Kecelakaan lalu lintas yang dimana menyebabkan luka ringan, luka
berat dan juga mengakibatkan korban meninggal dunia. Dimana
kecalakaan lalu lintas tidak hanya merugkan maten]l tetapi juga

mengakibatkan korban trauma hinggal meninggal dunia.
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Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kecelakaan lalu
lintas yang lerjadi dapat digolongkan menjadi tiga antara lain sebagai
berikut ;

a. Kecelakaan lalu hntas nngan yang merupakan kecelakaan

dapat mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau kerusakan
barang

b. Kecelaksan lalu lintas sedang yang merupakan kecelakaan
vang dapat mengakibatkan luka ringan dan kemsakan
kendaraan dan/atan kerusakan pada barang.

¢. Kecelakaan lalu lintas berat yang merupakan kecelakaan yang
dapat mengakibatkan korban dapat meninggal duma dan/atau
dapat mengalami luka berat.

Menurut peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 tentang
prasarana dan lalu lintas jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu
peristiwa di jalan vang ndak di sangka-sangka dan tdak disengaja
melibatkan kendaraan dengan tanpa pemakai jalan lainnya,

mengakibatkan korhan manusia atau kerugian harta benda.

Hal ini dapat disimpulkan dari pengertian kecelakaan lalu lintas
bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian vang tidak terduga
vang diduga dan ndak disengaja disebabkan oleh kendaraan bermotor,
terjadi di jalan juga jalan rava vang digunakan sebagai jalur lalu Lintas
atan ruang terbuka menvebabkan kerusakan, cedera, kematian dan

kehilangan harta benda

2. Jenis Kecelakaan Lalu Lintas,
Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan kerugian materil,
tetapi juga kerugian apakah mereka terluka parah atau meninggal

dunia. Sementara itu, dilihat dari berdasarkan jumlah kendaraan yang
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terlibat kecelakaan, dibag menjadi katagori. vaitu kecelakaan tunggal
dan kecelakaan panda, kecelakaan mnggpal adalah kecelakaan yang
tidak mehibatkan kendaraan lain, sedangkan kecelakaan ganda adalah
kecelakaan vang melibat kendaraan lain.
Menurut Undang-Undang Nomor.22 tahun 2009 kecelakaan
terbagi menjadi
a. Kecelaksan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan vyang
mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang,
b. Kecelakoan lalu hntas sedang, wyaitu kecelakaan yang
mengakibatkan luka ringan dan kKerusakan kendaraan dan/atau
barang.

¢. Kecelakaan lale  lintas  berat, wyaitu kecelakaan yang
mengakibatkan korban meninggal dunia atan luka heral.

Berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat, kecelakaan lalu
lintas dibagi menjadi dua yaitu kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan
vang hanva mehbatkan satu kendaraam dan tidak mehbatkan
pemakaian jalan, kecelakan ganda melibatkan lebih dari satu
kendaraan atau dengan pejalan kaki vang mengalami kecelakaan di

waktu dan tenpar yang bersamaan.”

Ada bebrapa jemis kecelakaan berdasarkan posisi tegadimya,

diantaranya;

a. Tabrak depan-depan.
Jenis kecelakaan tabrakan vang terjadi antara dua kendaran

yang bertabrakan dari arah yang berlawanan, kecelakaan imi

H Dwiyog P, Probowo, Saedi Bentifibasi Daerah Rowaen Kecelnkaon (Blackspor Dan
Blacksire ) Pada falan Tol fagorawi, Universitas Diponogoro, Semarang, 2006, hln. 35,
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dapat terjadi pada kendaraam yang gagal menyalip kendaraan
di depan atau karena jarak bisibilitas vang kurang memadai
saat meninkung, cukup dengan kecelakaan seperti ind terjadi,
ini karena rata-rata bertentangan jalan masuk masih di bawah
standar.

. Tabrak samping-samping.

Tabrakan ini merukapan jenis tabrakan vang hanya terjadi
dengan satu kendaraan vang kelvar dan jalan dan menabrak
sesnatu.  Hal imi disebabkan jusim  karena  pengemudi
kehilangan kendali, salah satu menilal tkungan atau mencoba
melakukannya untuk menghindan tabrakan dengan kendaraan
lain, atauw bahkan menghindari seperti hewan yang tiba-tiba
lewat.

Tabrak depan belakang.

Ini adalah jemis tabrakan yang melibatkan dua kendaraan ataw
lebih, seperti kendaraan yang tiba-tiba berhenti dan kendaraan
di belakangnya tidak memilki cokup wakin uiuk herhenti dan
kemudian menabrak kendaraann apa vang ada di depan.
Tabrakan jenis imi juga bisa menyebabkan kecelakaan
beruntun.

. Tabrak depan samping.

Tabrakaan jenis imi merupakan tabrakan vang terjadi antara

dua kendaraan berdampingan dengan arah vyang sama.
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Tabarakan seperti im1 biasa terjadi di pertigaan Y, atau di
iempat  parker dan §o  juga bisa rerjadi.  Kendaraan
bertabrakaan ke samping dengan benda padat.

e. Terguling.

Tabrakan jenis imi merupakan tabrakan dimana kendaraan
menjadi suam posisi terhalik, abrakan im masanya terjadi
dengan kendaraan dengan profil yang lebih tinggi seperti truk.
Kecelakaan i iasanya terjadi karena kendaraan tidak stabal
saal membelok atan melink dengan cepal unggi, hisa juga
terjadi karena perubabhan arah yang oba-tiba atau tikungan
Lajam.
3. Pelanggar lalu lintas,

Sebutan pelanggaran dalam hukum kriminalitas memperlihatkan
terdapatnya sesuatu sikap maupun aksi orang yang melanggar hukum
atan udang-undang bearti melaksanakan sesuail tindak pidana ataw
delik.

Dalam penjelasan pasal 211, undang-undang nomor 8 1981 tentang
KUHAP maka yang di maksud dengan perkara pelanggaran lalu lintas
jalan adalah ;

a. Mempergunakan jalan dengan cara vang dapat merintangi

membahayakan ketertiban dan keamanan lalu lintas atau yang

mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan
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b. Mengemudikan kendaraan bermotor vang tidak
memperlthatkan S5IM, STNK, STUK vang sah atau tanda buku
lainnya vang diwajibkan menwerut ketentuan undang-undang
lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa
berlakunya telah kedaluarsa.

¢. Memberikan atan  memperkenakan kendaraan  hermotor
dikemudikan oleh orang ayang tidak memiliki SIM.

d. Tidak memenuhi ketentuan perundang-undang lalu lintas jalan,
perlengkapan, pemuatan Kendaraan, dan svaral penggandengan
dengan kendaraan lain.

€. Memharkan kendaraan bermotor vang ada di jalan tanpa
dilengkapi plat tanda kendaraan yang sah, sesuai dengan STNK
vang hersangkutan.

f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas
pengaturan lalu lintas jalan. Pelanggaran terhadap ketentuan-
ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara

memuat dan membongkar barang.

Didalam pengertian umum yang di atur oleh undang-undang lalu
lintas (Pasal | Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan), tidak dijelaskan secara secara

jelas apa itu pelanggaran lalu lintas,
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4. Ketentuan pidana kecelakaan lalo lintas.
Kecelakaan laln lintas telah di tentukan pidana dalam undang-
undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

yaiu sebagai berikut:

Pasal 310 setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaanlalu hintas dengan

1. Setiap orang vang mengemudi kendaraan bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan
kerusakan kenadaran dan/atau barang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling
banyak Rp1.000L000.00 (satu juta rupiah).
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atan
barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama [ (satu)
tahun dan‘atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta
rupiah).

3. Setiap orang yvang mengemudi kendaraan bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu hintas dengan
korhban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun dan‘atau denda paling banyak Rp 10000000, 00
(sepuluh juta rupiah).

4. Dalam kecelakaan scbagaimana dimaksed pada avat (3)
mengakibatkan orang lain meninggal dunia , dipenjara dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan‘atau denda
paling banyak Rpl12.0060.000,(K) {dua belas juta ripah).

i

Selain itu, pengemudi juga wajib membantu korban luka dengan
biaya pengobatan atan dan korban meninggal dunia dengan biava
pengobatan dan‘atau biaya pemakaman, sebagaimana diatur dalam
Pasal 235 Undang-Undang Lale Lintas Dan Angkutan Jalan, namun
kewajiban untuk memberikan dukungan finansial tidak disertal dengan

sanksi hukum wajib.
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5. Pengaturan Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-Undang Republic Indonesia Nomaor 22 Tahun
2004 Tentang Lalo Lintas Dan Aangkutan Jalan. Yang dimaksud
dengan jalan adalah semua bagian dar jalan, termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya untuk angkutan umum, yang berada
dipermukaan tanah, di atas permukaan bawah tanah, dan permukaan
#ir, menurut statusnya yaitu ;

1. Raya jalan nasioanal ialah jalan yang menghubungkan provinsi
{dalam provins). Jalan raya nasional adalah jalan primer, jalan
kolektor primer yang menghubungkan ibu kota provinsi, jalan
told an kota provinsi.

2. Jalan provinsi ialah jalan yang menghubungkan kota-kota yang
terletak satu provinsi. Jalan provins: terdin dan jalan kolektor
primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dan kota
kabupaten atau kota,

3. Jalan kabupaten ialah jalan  yang menghubungkan
kecamatan/desa. Jalan kabupaten terdiri jalan koleksi primer
vang tidak termasuk jalan nasional dan jalan rava’ jalan
kabupaten menghubungkan jalan ibu kota dengan kecamatan,

4. Jalan kota ialah jalan wmum vang menghubungkan pusat
lavanan di dalam kota. Koneksi pusat layanan dengan paket,
koneksi antara kavling, serta penghubung antara pusat

permukiman yang terletak di kota.
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5. Julan desa adalsh jalan umum vang menghubungkan derah

dan/atau desa antara permukiman dalam desa serta hngkungan,

Lalu lintas dan angkutan jalan memegang peranan strategis dalam
mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian
dari upaya tersebut memajukan kebaikan umum. Pembangonan di
bidang lalu lintas dan transporatsi jalan raya dilaksanakan bersama

oleh semuoa badan terkait.,
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BAB 111
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian pidana pelaku pengendara truk terhadap
kecelakaan lalu lintas vang menyebabkan kematian.

Karena peraturan hukum undang-undang vang sah di Indonesia,
pada dasarnya, kasus pidana ndak bisa diselesaikan di luar pengadilan,
termasuk  kasus pidana kecelakaan lalu lintas, begitulab scharunya
diselesmkan oleh system peradilan pdana. Svstem peradilan pdana
sebenamya bermaksud melindungi dan memajukan harkat dan martabar
manusia bagi korban, pelaku dan masvarakat. Keadilan huokum pidana
harus menjamin dan mewujudkan hak asasi manusia dar semua warga
Megara vang terlibat dalam proses pidana. Melalu proses peradilan pudana

diharapkan masuk akal keadilan untuk semua orang. ™

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang memerlukan
penaganan serius mengahadapinva. Kecelakaan lalu lintas adalah
kecelakaan yang 1ak terduga di jalan raya dan keterlibatan kendaraan
secara tidak sengaja atau tanpa pengguna jalan lainnya mengakibatkan
orang  dan/atau  korban  kehilangan nyawa, Kecelakaan lalu  lintas
dipengaruhi oleh faktor manusia. kendaraan, dan lingkungan jalan serta

interakst dan kombinagi dar dua ataulebah fakior tersebut,

Yeubekty, Lushiana Primasan, “Mode FPenvelesaian Perkara Kecelokaan Lelw Linnes
(Srudi Kasus Di Kepolision Daerak Jawa Tegah) " Jurpal Yustisia, Vol.3, No.2, 2014, him. 44.
hatps  Yjurnal.uns.ac. idAyustisiatartickeview ] 1092
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Namun dalam praktiknya, sering kecelakaan lalu lintas tdak
diselesaikan melalui proses pengadilan hukum pidana, tetapi diselesaikan
melalui  kebijakan  lembaga  penegakan  hukum  atau  mekanisme
musyawarah perdamaian dan‘atau melalun mediasi, misalnya konsultasi
mediasi dan tidak meneruskan perkara pelanggaran ke pengadilan
sepanjang pelaku telah secara suka rela membavar maksimum denda yang

ditentukan.

Berdasarkan pada data yang di peroleh dan Satlantas Polresta
Batang Hani pada tahun 2020 sampal tahun 2022 kasus kecelakaan lalu
lintas sebanyak 373 kasus yang diantaranya kasus meninggal dunia 373
korban dan kerugian materil sebesar Rp 572.080L000. berdasarkan dat
tersebut terlihat begitu banvaknya kasus kecelakaan lalo lintas vang terjadi
di jalan hintas kabupaten batang han yang mengakibatkan korban
meninggal dunia. Dari sekian banyak kasus kecelakaan lalu lintas di atas
ada 201 kasus kecelakaan yang diselesaikan di sading pengadilan, Dan 172
di selesatkan secara mediasi atau perdamaian antara pihak korban dan

pengendara yang mengakibatkan kecelakaan,

Menurut Kanit Gakkum Satlantas Polres Batang Hari menyvatakan
bahwa faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas di kabupaten batang hari

dua faktor yaitu fakior jalan dan faktor manusia.

Maka upaya-upava penanggulangan kecelakaan lalu lintas adalah

pencegahan kepada pengaturan kKomponen-komponen lalo lintas serta
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system lalu lintasnya sendin. Adaun upaya-upaya terschut divraikan

sehagai beriku :

a. Upaya pengaturan jalan.

1] Karakternstik imfrasiukir jalan akan mempengaruhi intensitas dan
kualitasnya kecelakaan lalu lintas, maka setiap jaringan jalan harus
dibagun sesuai dengan pola perilaku dan kebiasaan pengguna jalan.

2) Lebar jalan yang cukup, tanah yang aman dan nyamaan, desain
cocok untuk penvebarangan dengan jarak pandang yang cuokup
aman, dilengkapi dengan rambu, makra jalur dan rambu jalan yang
sesual dan bagus,

b. Upaya pengaturan faktor manusia.

17 Fakwor pengguna manusia adalah elemen yang paling mendasar
dam system lalu lintas, karena kesalahan manusia tu sedin
biasanya ceroboh, melanggar peraturan dan  mengabaikan
peraturan,

2) Metode yang digunakan untuk meningakatkan kinerja pengemudi
adalah melalm  pengujian keschatan sk dan mental dengan

pendidikan dan pelatihan.

Perkara tindak pidana lalu lintas itu pada umunya tidak ada
kesengajaan, disini yang ada unsur kealpaan. Namun meskipun demikian
pelaku dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perkara yang
tidak boleh dilakukan i, Walaupun pelaku sama sekali ndak bermasud

untuk malakukan suatu perbuatan tersebut,
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Menurut  kanit gakkum satlatas polres batang han  ansman,

menyatakan hahwa

kasus kecelakaan lalo lintas ini sebelum ke tahap sidang
diperadilan ada nama nya restorative yang dimana melibatkan
pihak korban untuk melakuka mediasi antara pengandara truk dan
pihak korban membuat kesepakatan bersama bahwa korban akan
merima ganti kerugian vang dialaminya dan fasilitas. Tetapi dalam
hal im1 kesempataan bag pelaku untuk dapat diterima dalam
lingkup penyvelesaian tindak pidana sebagai proses penyelesaian
tersebut dapat dilakukan secars adil dan seimbang. Kesediaan
korban untuk menerima pelaku dalam lingkup penyelesaian
merupakan bagian awal dari proses keseluruhan penyelesaian
tindak pidana, ™

Studi kasus merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pihak
kepolisian memproses kecelakaan lalu lintas menurut pertimbangan atau
penilaian polisi untuk menhentikan kasus tersebut, meski sudah memenuhi

unsur-unsur tindak pidana dan alat buktinya lengkap berdasarkan

kewenangannya kebijaksaan polisi berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang

Menurut  Kanit Gakkum  Satlantas Batang Hari  Ansman

menyatakan hahwa

Dalam penegakan hukum i ada tiga yang harus selalu
diperhatikan yaitu, kepastian hukum, kemanfaatna hukum dan
keadilan hukum, ketiga unsur tersebut menjadi dasar kebijakan
vang diterapkan oleh kepolisan dalam penyelesaian perkara pidana
kecelakaan lalu lintas

Kecelakan lalu lintas yang menvebabkan kematian. Kanit lantas
polres batang han kebijukan kepohsian dalam menangam perkara lalu

lIintas yaimu, kebijakan melimpahkan berkas perkara kepada penuntut

Eansman, Kanit Gakkum Satlantas, wawancara pribadi, Batang Hari, 14 Marer 202,
Pukul 11.300'WIB.
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umum dan kebijakan mengeluarkan surat perintah penyidikan. Berikut
uraian secara lebih rinci wrain kebijakan-kebijakan dalam menangani

perkara kecelakaan lalu lintas sebagai berikut.

1. Proses penyelesaian Melimpahkan berkas perkara ke jaksa

penuniut umum untuk dilakukakn penuntutan di pengadilan.

Kasus kecelakaan lau lintas pelaku yang bernama yos sudarso
seorang supir truk bam bara sedang mengendari truk isuzu nomor
polisi BH 8063 BN wama biru pada bak dan warna putih pada bagain
depan/kepala pada hari rabu tanggal 12 febuari 2020 sekitar pukul
08.30 WIB di jalan bajubang kabupaten batang han. Mobil truk malik
yos sudarso melitas di jalur sebelah kirt mendahului speda motor roda
dua Honda vario nomor polisi BH 4209 BU warnah merah yag
dikendari oleh okaya hidaya samhbil membonceng anaknya Fatimah

dan emi safiyah.

Mobil truk hendak ingin mendahuli sepeda motor yang dikendar
oleh ukyah hidaya tetapi tiba-tiba mobil truk yos sudaso menyenggol
stang sebelah kana motor Honda vario hinggah motor yang dikendarai
ukaya hidaya hilang kendali dan penumpang anaknya berana emi
safiyah terjatuh tepat di depan roda belakang sebelah kKiri mobil truk
iszu BH 8063 BN yang membuat kepala korban emi safiyah telindas
roda belakang truk sedangkan ukaya dan nur Fatimah tepental ke

pinggir jalan sebelah kiri.
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Dalam ke saksian terdakwa mengemudi kendraan dalam keadaan
lelah, mengatuk memboat mata terdakwa terpejam sesaat sehinggah
pada saat scbelum kejadian tabrakan terdakwa tidak melihat arah

datangnya Honda vario BH 4209 B

Berdasarkan pentiwa tersebut sangat terlihat bahwa kecelakaan
lalu lintas vang disebabkan oleh kelalaian supir truk batu bara akibat

kelelahan dan mengantuk saat mengendari mobil truk Isuzu BHS063

BN.

Jika terjadi kecelakaan lalu lintas di sekitar masyarakata maka
masyarakat Th yang akan melaporkan kecelakaan lalu lintas ke petugas
kepolisian yang lokasinya terdekat atau di kantor polisi langsung.
Maka polisi akan datang ke TKP. Sctibanya di TKP berdasarkan surat
perintah kepala Kepolisian Republic Indonesia nomor 15 tahan 2013
tentang tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas, tindakan vang
harus dilakukan oleh kepolisian antara lain ;

a. Mengamankan barang bukti kecelakaan lala lintas.

b. Memisahkan saksi dan tersangka dengon maksud untuk odak
saling mempengaruhi.

¢. Membuat tanda (penomoran) di TKP kecelakaan lalu lintas :

1) Terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas.

2) Terhadap korban kecelakan lalu lintas,

3) Terhadap alat bukti.

4) Terhadap ik tabrak.
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3) Terhadap bekas rem.
6) Setelah alat bukii diberi tanda dan di foto, segerah di pindahkan

ke tepi jalan schinggah arus lalu lintas lancar kembali,

Polisi juga melakukan pengecekan kendaraan yang terlibat dalam
kecelakaan lalu lintas, yaitu kerusakan pada kendaraan, data kerusakan
pada kendaraan, data kerusakan pada jalan, lokasi kendaraa dan
korban. Berkas-berkas tabrakan yang tertinggal seperti, bekas rem,
pecahan kaca, tetesan darah, berkas cavfilier, bekas oli, suku cadang

yang terlepas dan lain-lain.

Setelah melakukan penyehidikan di TEP penyidik akan melakukan
pembuatan berita acara pemerikaan di TKP di buat oleh penyidik vang
melakukan pengolahan TKP, dengan materi hasil yang diketemukan di
TKP baik itu TKP sendiri. korban, saksi, tersangka maupun barang
bukti, Setelah penyediki  melakukan pembuatan  berita  acara
selanjutnya penyedik juga melakukan menyusunan isi berkas perkara

schelum diserahkan ke penuntu umum.

Setelah penyusunan berkas perkara penyidik akan menyerahkan
berkas tersebut ke penuntut umum dalam dua tahap. Yaitu tahap
pertama penyerahan berkas penyidikan atau berkas perkara, dan tahap
kedua menyerahkan berkas tanggungjawab terhadap tersangka dan
barang bukti ke pada penuntu umum  setelah berkas perkara

dinyatakan lengkap, dan apabila berkas perkara tidak dikembalikan
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oleh jaksa penuntu umum dalam waktu 14 han maka penyidikan

angaap selesai.

Kewenangan kepolisian penvidikkan berdasarkan ketentuan pasal 7

ayat (1) KUAP adalah sebagai berikut :

a. Menenma laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya
tindak pidana.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian.

. Menvuduh berhenti seseorang  tersangka dan memeriksa tanda
pengenal dari tersangka.

d. Melakukan penangkapan, penshanan, penggeledahan,  dan
penyitaan.

¢, Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

f. Mengambil sidik jadi dan memotret seseorang.

£. Memanggil orang untuk didenda dan diperniksa sebaga tersangka
atau saksi.

h. Mendatangkan orang ahli vang diperlukan dalam bhubungannya
dengan pemerniksaan perkara.

i. Mengadakan pengehentian penyidikan.

1. Mangadakan tindakan lain menurut hukum bertanggungjawab

Pasal 8 KUHP yaitu ;
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2.

a. Penyidik membuat berita acara tentang  pelaksaan  tindakan
sebagaimana dimaksud pasal 7 dangan ndak mengurangi ketentuan
lain dalam undang-undang.

b. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Jadi berdasarkan kewenangan polisi yang diatur dalam pasal tersebut
maka apabila tekah terjadi kecelakaan lalu lintas dan berkas serta bukti
telah lengkap maka kepolisian melimpahkn perkara tersebut kejaksaan

uniuk disidang di pengadilan,

Proses penyelesaian resforative justice
Menurut ansman. Sclake Kanit Gakkum Satlantas Polres Batang
Hari menyatakan bahwa

Dimana dalam prakitk schari-harn sebagai penyedik khususnya
dalam penanganan perkara kecelakaan lalu hintas baik itu luka
ringan, luka berat maupun meninggal dunia, pada diri orang lain
dapat dilakukan penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian
perkara pidana lale lintas ada penyelesaiannya di pengadilan ada
juga  penvelesaian i luar  pengadilan.  Restorarive  justice
menciptakan rasa  keadilan dan  kemanusiaan, mengutamakan
kepentingan korban dan pelako untuk mencapai hal tersebut
kesepakatan untuk mencarn solusi atas kejahatan dan in;pill:aslnya
denngan menckankan pemulihan dan pada ]:l-r.:m‘t:nat‘tm-:turl.3

Penyelesaian masalah pidana menggunakan pendekatan restorative
Justive pada dasamya berfokus pada tranfosmasi kesalahan dilakukan
oleh pelaku demgan upaya perbarkan. Termasuk dalam upava im
adalah untuk meningkatkan hubungan antara pihak-pihak yang terkait

dengan perkara tersebut. Hal i dilaksanakan dengan undang-undang

* Ibid
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yaitu gambaran perubahan sikap para pelaku dalam upaya mencapai
mjuan bersama vaim pedamaian. Pihak-pihak tersebut sering disebut
schagai pemangku kepentingan yaitu orang-orang yang berhubugan
langsung atau tidak langsung dengan kejahatan vang dilakukan. Pelaku
utama di simi adalah pelaku, korban dan masyarakat di mana peristiwa
it terjadi.

Proses mediasi di lakukan oleh para pihak sendiri karena masing-
masing pihak sepakat untuk menyelesakan tanpa melalm proses yang
berbelit-belit dan tidak memakan wakiu yang lama. Teltapi meskipun
menggunakan proses mediasi harus sesual dengan SOP kepolisian
melalui oleh TKP sampai pembuatan BAP tersangka dan saksi dalam
proses itu tetap di upayakan dengan jalur perdamaian. Polisi
hertangeujawab atas penyelesaian perkara di lnar pengadilan, penvidik
dan pengak hukum berperan sebagai fasilitor bagi masing-masing
pihak dan ketika masing-masing pihak memilki kesepakatan tentang
penggantian rugi jika korban meninggal dunia terlebih  dahulu
sehelumnya dirawal di rumah saki, menanggung hiaya pemakaman,
penebusan dan sampai selesai dan memberikan sejumlah vang untuk
pemakaman setelah itu, dan membuat surat pernyataan yang membuat
kesimpulan bahwa perkara tersebut idak ada penuntutan kembali dan
masing-masing pihak, maka dengan it perkara tersebut di nyatakan

selesa oleh pihak kepolisian.
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Svarat pelasaksanaan resforative justice di atur dalam peraturan
kepolisian entang penanganan undak pidana berdasarkan keadilan
restorative yang digunakan scbagai acuan dasar penyelesaian dan
penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum.

a. Bahwa kepolsian Negara Republik  Indonesia  perlu
mewujudkan penyvelesaian tindak  pidana  dengan
mengedepankan  keadilan  restorative  yang  menckankan
pemulihan kembali pada keadaan semua dan keseimbangan
perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana
vang tidak beronentasi pada pemidanaan merupakan suatu
kebutuhan hukum masyarakat.

b. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjawab
kebhutuhan hukom masvarakal vang memenuhi rasa keadilan
semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan pasal 16 dan
18 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang merumuskan
konsep bamu dalam penegakan bhukum pidana  yang
mengakomadir norma  dan milar yang  berlaku  dalam
masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian
hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan b, perlu menetapkan peraturan kepolsian Republic
Negara  Indonesia  tentang  penanganan  tindak  pidana

berdasarkan keadilan resforative.
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Penyelesaian restorative justice juga diterapkan pada perkara
pidana, tindak pidana anak, tindak pidana perempuan berhadapan
dengan hukum, tindak pidana narkotka, tindak pidana informasi
dan tranfortasi dan tindak pidana lalu lintas, syarat pelaksaan
restorative Justice termuat dalam peraturan kasa agung nomor 15
tahun 2020 dan peratwran kepolisian nomor 8 tahun 2021 entang
penangana tindak pidana berdasarkan keadilan restorative justice

berikut syarat pelaksanaan restorative justice secara mateil ;

a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dan
masyarakat.

b. Tidak berdampak konfil sosial.

¢. Tidak berpontesi memecah belah bangsa,

d. Tidak radikahisme dan separatisme

e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan

keputusan pengadilan,

Sedangkan syarat pelakssan restorastive justice secara formil :

a. Perdamaian dar kedua bela pithak yag dibuktukan dengan
kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para

pihak, kecuali untuk tindak pidana narkotika.
b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku,
berupa pengembalian barang, menganti kerugian, menganti

biaya yang diimbulkan dari akibat tindak pdana dan‘atau
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dari  akibat tindak pidana.  dibuktkan dengan  surat
pernyataan sesual dengan kesepakatan yang di landatangani

oleh pihak korban (kecuali tindak pidana narkotika).

Jadi berdasarkan kewenangan diskres:1 vang  dimilki
kepolisian, kepolisian berwenang untuk mengeyampingkan perkara
pidana walaupun unsur-unsur pidana dan barang bhukti telah
lengkap hal ini dilakukan pertimbngan atas rasa keadilan, kepastian

hukum dan kemanfaatan.

Dalam hal ini polisi dan jaksa, memiliki peran yang
dominan dan manopoli reaksi terhadap pelanggar hukum pidana
dengan menjadi sah dari masvakat atau kepentingan public,
mediasi merupakan alternative penyelesaian konflik antara pelaku
dan korban tindak pidana vang diharapkan dapat mengembalikan
keseimbangan kepentingan terutama korban telah dirugikan akibat
perbuatan  pelaku tindak pidana berdasarkan pandangan  pihak
kepolisian, jaksa penuntut umum, advokat dan hakim penyelesaian
perkara di lvar pengadilan diakwi terjadi dalam penyelesaian
perkara pidana. Pihak kepolisian yang paling banyak melakukan
penyelesaian tindak pidana dilvar pengadilan dengan pendekatan

diskresi.

Dalam kontek penvidikan perkara kecelakan lalu lintas di

polresta Batang Han lebih kepada penggunaan restorative justice

58

Dipindai dengan CamScanner



dikarenakan agar dapat memebenkan keadilan bagi para pihak dan
dapat memberikan peluang dalam memuomskan kejadian vang telah

terjadi.

Dengan adanya restorative justice, pola-pola tradisional
seperti harus dilihat sebagai alternatif penyelesaian problem social
vang muncul sebagai kejahatan  atan  tndak  pidana  yang
bersemtuhan dengan kepentingan korban, keluarganya atau
masyarakal vang terpengaruh. Sehinggah ketika proses peradilan
dalam bingkai penuniutan, tidak dapat memenuhi kepentingan
korban, keluarga dan masyarakat yang terpengarub atas kejahatan,
maka kreativitas kearah penerapan model restorative justice
menjadi kepercayvaan meski dan teleskop hukum acara pidana

belum mempeoleh justifikasi.

Berdasarkan urman tersebut di atas penvelesaian perkara di
luar timdak pidana yang di lakukan oleh aparat penegak hukum
dapat diketahui penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu
lintas pada tingkat penyidikan dapat dilakukan penyelesaian secara

damai di luar pengadilan.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpula.
Penyelesaian tindak pidana kecelakan lalu lintas di sidang pengadilan

berdasarkan ketentuan pasal 4 dengan 12 KUHAP vaitu togas dan
wewenang kepolsian adalah melakukan penyelidikan dan penyvidikan. Dan
penvelesatan kasus di Juar sidang pengadilan atau penyelesaian restorative
justice sering kali diterapkan oleh kepolsian karena permintaan pihak-
pihak vang mengalami kecelakaan lalu hintas. Hal im karena pihak-pihak
ingin menyelesaikan perkara mereka di luar pengadilan pidana. Wewenang
diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 18 Udang-Undang Nomor 12 Tahun
2002 Tentang Kepolsian Republic Indonesia.
B. Saran.

|. Hendaknya setiap kebjiskan kepolisian harus  dibongkar, Tinduk
pidana kecelakaan lalo lintas harus sesual dengan hukum agar udak
terjadi  penyvalahgunaan  kekuvasaan  dan  kesewenang-wenagan
dilakukan oleh polisi.

2. Hendaknya polisi harus menggunakan kebijaksanasnnya professional
sehinggah orang tidak melihat otoritas iw. Kebijaksanaan sebagai
penyalahgunaan kekuasaan untuk pengayaan pertugas kepolsian.

3. Hendaknya polisi harus menerapkan konsep keadilan restorative
justice beronentas: pada keadilan bag pelako, korban keadilan bag

pelaku, korban dan masyarakat.
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